
 

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Riau/MML                                                           1 

 

PEMERINTAH KUANTAN SINGINGI AJUKAN RENCANA ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SENILAI RP1,8 TRILIUN 

 

 

Sumber gambar: 

https://www.goriau.com/berita/baca/pemkab-kuansing-ajukan-rapbd-2025-senilai-rp18-triliun.html?__im-

TRLssISw=6794576962513465309     

 

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau mengajukan rancangan 

anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2025 senilai Rp1,8 triliun ke Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuansing. 

Pengajuan rancangan APBD 2025 dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD 

Kuansing yang digelar pada Rabu (23/10/2024) pagi. Sidang paripurna ini dipimpin oleh 

Ketua DPRD Kuansing Juprizal bersama Wakil Ketua Romi Alfisah Putra. 

Dalam kesempatan ini, Pjs Bupati Kuansing drg Sri Sadono diwakili oleh Pj Sekda 

dr Fahdiansyah. Dokter kandungan yang akrab disapa Ukup ini memaparkan struktur 

rancangan APBD 2025 yang mengalami kenaikan dari tahun 2024. 

Pendapatan asli daerah (PAD) diasumsikan sebesar Rp220 miliar yang terdiri atas 

pajak daerah Rp120,6 miliar, retribusi daerah Rp4,9 miliar, hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan Rp5,7 miliar dan lain-lain PAD yang sah Rp78,9 miliar. 

Kemudian, pendapatan transfer sebesar Rp1,33 triliun, yang terdiri atas pendapatan 

transfer pemerintah pusat Rp1,17 triliun pendapatan transfer antar daerah Rp159,6 miliar. 

Total asumsi pendapatan daerah sebesar Rp1,55 triliun. 

Sedangkan asumsi belanja daerah yang terdiri atas belanja operasi Rp1,154 triliun, 

belanja modal Rp331,2 miliar,belanja tidak terduga Rp6,2 miliar dan belanja transfer 

senilai Rp326,4 miliar. Total belanja daerah senilai Rp1,818 triliun. 

 

 

https://www.goriau.com/berita/baca/pemkab-kuansing-ajukan-rapbd-2025-senilai-rp18-triliun.html?__im-TRLssISw=6794576962513465309
https://www.goriau.com/berita/baca/pemkab-kuansing-ajukan-rapbd-2025-senilai-rp18-triliun.html?__im-TRLssISw=6794576962513465309


 

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Riau/MML                                                           2 

 

Sumber berita:   

1. https://amanahnews.com/read/detail/69020/tok--rapbd-kuansing-2025-disetujui-rp-

1733-t-berkurang-rp-856-m%C2%A0, Tok! RAPBD Kuansing 2025 Disetujui 

Rp1,733 T, Berkurang Rp85,6 M, 1 Desember 2024; 

2. https://www.beritasatu.com/network/riauaktual/382354/apbd-kuansing-2025-

disahkan-sebesar-rp17-triliun-fokus-pada-infrastruktur-dan-pelayanan-publik, 

APBD Kuansing 2025 Disahkan Sebesar Rp1,7 Triliun, Fokus pada Infrastruktur 

dan Pelayanan Publik, 1 Desember 2024. 

 

Catatan:  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan 

tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda) dan disusun sesuai 

Pedoman Penyusunan APBD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa Kepala Daerah selaku pemegang 

kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan antara lain: 

a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, 

dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ; 

b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan 

APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD kepada 

DPRD untuk dibahas bersama; 

c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan 

rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat 

persetujuan bersama DPRD. 

Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan 

prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. Laporan disampaikan kepada DPRD paling 

lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan. Laporan realisasi semester pertama 

APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi dasar dalam proses pembahasan rancangan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Penyusunan Rancangan 

APBD adalah sebagai berikut: 

a. Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD 

dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. 
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b. Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD 

paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara 

Kepala Daerah dan DPRD.  

Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS ditandatangani oleh 

Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus. 

Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan 

KUA dan rancangan PPAS, paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan 

rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan 

Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, 

dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui 

bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

c. Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan PPAS yang telah 

disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.  

RKA SKPD memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan untuk tahun 

yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. Rencana pendapatan, 

belanja, dan Pembiayaan tersebut dirinci sampai dengan rincian obyek. RKA SKPD 

juga memuat informasi mengenai Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, standar 

harga satuan, dan Kinerja yang akan dicapai dari Program dan Kegiatan. 

Rencana pendapatan memuat Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, 

kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah. 

Rencana belanja dirinci atas Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, 

Kegiatan, kelompok belanja yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek, dan 

rincian obyek belanja. 

Rencana Pembiayaan memuat kelompok: a. penerimaan Pembiayaan yang dapat 

digunakan untuk menutup defisit APBD; dan b. pengeluaran Pembiayaan yang dapat 

digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD, yang masing-masing diuraikan 

menurut jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan. 

Urusan Pemerintahan daerah memuat Urusan Pemerintahan daerah yang dikelola 

sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. 

d. RKA SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD disampaikan kepada TAPD melalui 

PPKD untuk diverifikasi. 

e. PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen pendukung 

berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD. 
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f. Rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada 

Kepala Daerah. 

g. Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan 

dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 

(satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara 

Kepala Daerah dan DPRD. Kepala Daerah yang tidak mengajukan rancangan Perda 

tentang APBD dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

h. Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan 

DPRD setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta 

penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

i. Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD 

paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. 

Berdasarkan persetujuan bersama, Kepala Daerah menyiapkan rancangan Perkada 

tentang penjabaran APBD. 

DPRD dan Kepala Daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda 

tentang APBD dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun 

dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Kepala Daerah terlambat 

menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal yang 

ditentukan, sanksi tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD. 

Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama 

dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD 

oleh Kepala Daerah kepada DPRD, Kepala Daerah menyusun rancangan Perkada 

tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya. 

j. Rancangan Perda provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama antara Kepala 

Daerah dan DPRD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disampaikan 

kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda 

provinsi tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh gubernur. 

Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama 

dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disampaikan kepada gubernur 

sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan 
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rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan 

oleh bupati/wali kota. 

k. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hasil evaluasi rancangan 

Perda kabupaten/kota tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD kepada 

Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan 

paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil 

evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan Perkada tentang 

penjabaran APBD. Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan Kepala Daerah melalui 

TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran. Hasil penyempurnaan 

ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD. Keputusan pimpinan DPRD 

disampaikan kepada Menteri untuk APBD provinsi dan kepada gubernur untuk APBD 

kabupaten/kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan. 

l. Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD 

yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Perda tentang APBD dan 

Perkada tentang penjabaran APBD. Penetapan rancangan Perda tentang APBD dan 

rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 

Desember tahun sebelumnya. 

 

Disclaimer: 

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan 

disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK 

Perwakilan Provinsi Riau. 

 


